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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga buku “Ekonomi Perencanaan dan 

Pembangunan” ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. 

Buku ini disusun sebagai salah satu kontribusi akademik dalam 

memperkaya pemahaman mengenai konsep, dinamika, kebijakan, 

serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan perencanaan dan 

pembangunan ekonomi. 

Pembangunan merupakan proses yang kompleks dan 

multidimensional. Keberhasilan pembangunan tidak hanya 

ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh 

kemampuan suatu negara dalam mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

menciptakan kesempatan kerja, memperkuat kelembagaan, serta 

menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang. Oleh 

karena itu, pemahaman mengenai ekonomi pembangunan perlu 

ditempatkan dalam perspektif yang luas, kontekstual, dan relevan 

dengan berbagai perubahan yang terjadi pada tingkat nasional 

maupun global. 

Buku ini menghadirkan pembahasan secara sistematis mengenai 

hakikat dan ruang lingkup ekonomi pembangunan, sejarah dan 

dinamika kebijakan pembangunan nasional Indonesia, kemiskinan 

dan ketimpangan beserta kebijakan penanggulangannya, modal 

manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pembangunan pertanian 

dan industri, pembiayaan pembangunan dan kebijakan fiskal, 

integrasi ekonomi global serta dampaknya bagi negara berkembang, 

hingga evaluasi, tantangan, dan arah masa depan ekonomi 

pembangunan. Rangkaian pembahasan tersebut diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang utuh mengenai pembangunan, mulai 
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dari landasan konseptual hingga persoalan dan kebijakan yang 

dihadapi dalam praktik. 

Di tengah dinamika perubahan ekonomi global, transformasi 

teknologi, persoalan ketimpangan, perubahan iklim, serta tuntutan 

terhadap pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan, 

kajian mengenai ekonomi perencanaan dan pembangunan menjadi 

semakin penting. Perencanaan pembangunan tidak lagi cukup hanya 

berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi makro, tetapi juga 

perlu mempertimbangkan kualitas pertumbuhan, pemerataan 

kesempatan, pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, kualitas 

kelembagaan, serta keberlanjutan lingkungan. 

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, 

dosen, akademisi, peneliti, praktisi, perencana pembangunan, 

pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang ingin memahami 

berbagai aspek ekonomi perencanaan dan pembangunan.  Akhir kata, 

semoga buku “Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan” ini dapat 

memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi salah satu 

referensi dalam memahami dan merumuskan pembangunan ekonomi 

yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan. 
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BAB 1 

HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

Dr. Ris Yuwono Yudo Nugroho, S. E., M.Si. 

Universitas Trunodjoyo Madura 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan menempati posisi penting dalam perjalanan suatu 

negara karena berkaitan dengan upaya memperbaiki keadaan 

ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Melalui pembangunan, 

pemerintah dan masyarakat berusaha meningkatkan kemampuan 

produksi, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, 

dan memperbaiki pelayanan dasar. Namun, pembangunan bukanlah 

proses yang sederhana. Bertambahnya investasi, infrastruktur, dan 

pendapatan nasional belum selalu menunjukkan bahwa kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan telah menjadi lebih baik. 

Dalam kehidupan sehari-hari, pembangunan sering dikenali 

melalui perubahan fisik yang mudah diamati. Jalan diperlebar, 

kawasan industri dibuka, fasilitas pendidikan dan kesehatan 

dibangun, serta pusat perdagangan baru berkembang. Semua itu 

diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi, tetapi 

keberadaannya belum menjamin manfaat yang merata. Sebuah daerah 

dapat memiliki infrastruktur yang semakin baik, sementara sebagian 

penduduknya masih sulit memperoleh pekerjaan yang layak. Investasi 

juga dapat tumbuh tanpa membentuk keterkaitan yang kuat dengan 
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usaha lokal dan tenaga kerja setempat. Kenyataan tersebut 

memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian 

yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

terutama menunjukkan peningkatan output riil suatu perekonomian 

dalam periode tertentu. Pembangunan mencakup pertumbuhan, 

tetapi juga memperhatikan perubahan struktur produksi, 

produktivitas, distribusi pendapatan, kualitas pekerjaan, pelayanan 

dasar, dan kapasitas kelembagaan. Todaro dan Smith (2020) 

menempatkan pembangunan sebagai proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan ekonomi, sosial, dan kelembagaan. 

Pertumbuhan tetap diperlukan karena menyediakan sumber daya 

untuk membiayai investasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan sosial. Akan tetapi, pertumbuhan tidak dapat 

ditempatkan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Pertumbuhan baru 

memiliki arti pembangunan apabila mampu memperluas kesempatan 

ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Seers (1969) 

mengajukan tiga pertanyaan mendasar untuk menilai pembangunan: 

apa yang terjadi pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan? 

Apabila ketiganya tidak membaik, kenaikan pendapatan per kapita 

belum cukup kuat untuk disebut sebagai keberhasilan pembangunan. 

Pada tahap awal perkembangannya, ekonomi pembangunan 

memberikan perhatian besar pada kekurangan modal, rendahnya 

tabungan, keterbatasan infrastruktur, dan perlunya industrialisasi. 

Negara berkembang dipandang memiliki sektor tradisional yang 

menampung banyak tenaga kerja dengan produktivitas rendah. 

Pertumbuhan sektor modern diharapkan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan produktivitas, dan mempercepat akumulasi modal. 

Pemikiran Lewis (1954) mengenai perekonomian dual menjadi salah 

satu landasan untuk menjelaskan proses transformasi tersebut. 
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Pengalaman berbagai negara kemudian memperlihatkan bahwa 

industrialisasi dan akumulasi modal tidak selalu diikuti oleh 

penurunan kemiskinan serta pemerataan pendapatan. Pertumbuhan 

sektor modern dapat berlangsung tanpa menyerap tenaga kerja dalam 

jumlah memadai. Urbanisasi juga dapat bergerak lebih cepat daripada 

kemampuan kota menyediakan pekerjaan, perumahan, dan pelayanan 

publik. Perhatian ekonomi pembangunan selanjutnya meluas menuju 

kebutuhan dasar, distribusi pendapatan, kualitas institusi, dan 

pembangunan manusia. Perubahan tersebut menempatkan manusia 

bukan hanya sebagai tenaga kerja, tetapi sebagai tujuan utama 

pembangunan. Pendidikan dan kesehatan memiliki nilai ekonomi 

karena meningkatkan produktivitas, tetapi keduanya juga 

memperluas kesempatan manusia untuk menjalani kehidupan yang 

lebih baik. Sen (1999) menjelaskan pembangunan sebagai proses 

memperluas kebebasan substantif. Pendapatan merupakan sarana 

penting, tetapi tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang 

untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi, dan 

menentukan pilihan yang dianggap bernilai. 

Pembangunan juga dipengaruhi oleh kualitas institusi. Keputusan 

rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah berlangsung dalam 

aturan formal, norma sosial, dan distribusi kekuasaan tertentu. North 

(1990) menjelaskan bahwa institusi membentuk insentif dan biaya 

transaksi dalam kehidupan ekonomi. Kepastian hukum, kualitas 

birokrasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik memengaruhi 

keputusan investasi serta efektivitas kebijakan. Negara yang memiliki 

sumber daya melimpah belum tentu mencapai hasil pembangunan 

yang baik apabila institusinya tidak mampu mengelola sumber daya 

tersebut secara produktif dan adil. 

Perhatian terhadap institusi menunjukkan bahwa pembangunan 

tidak hanya bersifat teknis. Setiap kebijakan melibatkan pilihan 
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BAB 2 

PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA: 

SEJARAH DAN DINAMIKA KEBIJAKAN 

Atiqa Azza El Darman, S.A.P.,M.A.P 

Universitas Negeri Makassar 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional merupakan agenda strategis yang telah 

menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 

Sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada 

tantangan besar untuk membangun fondasi ekonomi, politik, sosial, 

dan budaya di tengah keterbatasan sumber daya serta warisan 

struktur kolonial yang timpang. Proses pembangunan tersebut tidak 

berjalan linear, melainkan mengalami pasang surut seiring dengan 

pergantian rezim pemerintahan, perubahan konstelasi politik, serta 

dinamika ekonomi global yang memengaruhi arah kebijakan nasional 

(Poesponegoro & Notosusanto, 2008). 

Sepanjang delapan dekade sejak kemerdekaan, kebijakan 

pembangunan nasional Indonesia setidaknya dapat dipetakan ke 

dalam tiga periode besar, yaitu era Orde Lama (1945–1966), era Orde 

Baru (1966–1998), dan era Reformasi (1998 hingga sekarang). Ketiga 

periode ini masing-masing memiliki paradigma, instrumen 

perencanaan, serta orientasi kebijakan yang berbeda satu sama lain. 

Pada era Orde Lama, pembangunan lebih diwarnai oleh semangat 
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nasionalisme dan politik mercusuar di bawah kepemimpinan Presiden 

Soekarno. Era Orde Baru kemudian menghadirkan model 

pembangunan yang lebih terencana dan tersentralisasi melalui Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima 

Tahun atau Repelita (Rahmawati, 2022). Sementara itu, era Reformasi 

ditandai oleh transformasi mendasar dalam sistem perencanaan 

pembangunan, dari model GBHN menuju Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) yang lebih berorientasi pada visi dan 

misi presiden terpilih (Subkhan, 2014). 

Dinamika pergantian model perencanaan pembangunan tersebut 

tidak dapat dilepaskan dari perubahan konfigurasi politik, ideologi 

kekuasaan, serta paradigma ekonomi yang dominan pada setiap 

zamannya. Perubahan ini pada gilirannya menimbulkan persoalan 

mendasar terkait kesinambungan pembangunan lintas periode 

kepemimpinan, mengingat setiap presiden terpilih cenderung 

membawa visi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya 

(Muhtamar, Razak, & Wahid, 2012). Fenomena inilah yang menjadi 

salah satu tantangan utama dalam menjaga konsistensi arah 

pembangunan nasional dalam jangka panjang. 

Kajian mengenai sejarah dan dinamika kebijakan pembangunan 

nasional menjadi semakin relevan mengingat Indonesia saat ini tengah 

berada pada fase penting menuju satu abad kemerdekaan pada tahun 

2045. Pemahaman yang komprehensif atas keberhasilan maupun 

kegagalan kebijakan pembangunan pada masa lalu diharapkan dapat 

menjadi bahan pembelajaran berharga bagi perumusan kebijakan 

pembangunan pada masa kini dan masa mendatang, sehingga bangsa 

Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus dapat 

mereplikasi berbagai keberhasilan kebijakan yang telah terbukti efektif 

pada konteks zamannya masing-masing. 
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Bab ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sejarah 

dan dinamika kebijakan pembangunan nasional Indonesia, mulai dari 

landasan konseptual dan teoretis, perjalanan historis pada tiga era 

pemerintahan, hingga tantangan dan prospek pembangunan nasional 

di masa mendatang. Melalui kajian ini, diharapkan pembaca 

memperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana kebijakan 

pembangunan nasional Indonesia dirumuskan, dilaksanakan, dan 

bertransformasi seiring dengan perubahan zaman. 

 

 

B. KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN NASIONAL 

1. Pengertian Pembangunan Nasional 

Secara konseptual, pembangunan nasional dapat dimaknai 

sebagai suatu proses perubahan terencana yang dilakukan secara 

sadar oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara 

optimal, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, 

hukum, serta pertahanan dan keamanan. Pembangunan tidak 

semata dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga 

sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan 

struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi negara menuju 

kondisi kehidupan yang lebih baik (Todaro & Smith, 2020). Dalam 

konteks Indonesia, pembangunan nasional merupakan amanat 

konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tujuan negara 

untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia. 
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A. PENDAHULUAN 

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua persoalan 

fundamental yang tidak pernah absen dari agenda pembangunan 

ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang. Keduanya bukan 

sekadar fenomena statistik yang tercermin dalam angka-angka garis 

kemiskinan atau koefisien Gini, melainkan merupakan realitas hidup 

jutaan manusia yang terjebak dalam kondisi kekurangan akses 

terhadap pangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan 

ekonomi yang layak. Isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan 

merupakan jantung dari kajian ekonomi pembangunan, karena 

keduanya secara langsung menentukan kualitas hidup sebagian besar 

penduduk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah 

(Todaro & Smith, 2020). Dengan menempatkan kedua isu ini sebagai 

titik sentral analisis, ekonomi pembangunan tidak hanya berbicara 

tentang pertumbuhan agregat, tetapi juga tentang siapa yang 

menikmati hasil pertumbuhan tersebut dan seberapa merata 

manfaatnya terdistribusi. 

Urgensi kajian ini semakin kuat ketika dihadapkan pada 

kenyataan empiris yang ada di Indonesia. Meskipun kemiskinan di 
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Indonesia menurun cukup cepat seiring akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, ketimpangan justru meningkat secara signifikan selama 

seperempat abad terakhir, sehingga kemiskinan menjadi semakin 

tidak responsif terhadap pertumbuhan (Hill, 2021). Temuan ini 

mengungkapkan sebuah paradoks pembangunan yang penting: 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menjamin 

pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara proporsional. 

Sebaliknya, tanpa kebijakan yang tepat dan terarah, pertumbuhan 

justru dapat memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok kaya 

dan miskin, dan antara wilayah yang maju dan yang tertinggal. 

Dimensi multidimensi dari kemiskinan juga memperkuat urgensi 

kajian ini. Kemiskinan tidak semata-mata soal rendahnya pendapatan 

atau konsumsi, tetapi mencakup deprivasi dalam berbagai aspek 

kehidupan secara bersamaan. Kemiskinan dipandang sebagai 

kumpulan kekurangan di berbagai dimensi seperti kesehatan, 

pendidikan, dan standar hidup yang layak, sehingga pengukuran 

kemiskinan multidimensi memberikan gambaran yang jauh lebih 

komprehensif dibandingkan pendekatan moneter semata (Alkire et al., 

2015). Perspektif ini membuka ruang analisis yang lebih dalam tentang 

mengapa seseorang tetap miskin meskipun secara nominal telah 

melewati garis kemiskinan, dan mengapa kebijakan yang berfokus 

hanya pada transfer pendapatan sering kali tidak cukup untuk 

memutus lingkaran kemiskinan secara struktural. 

Dari sisi pengukuran, perbedaan metodologi antara lembaga-

lembaga internasional dan nasional juga menunjukkan betapa 

kompleksnya persoalan ini dalam praktik kebijakan. Tingkat 

kemiskinan nasional Indonesia tercatat sebesar 8,57 persen pada 

September 2024 (BPS, 2025), sementara Bank Dunia menggunakan 

garis kemiskinan berbasis Purchasing Power Parity (PPP) untuk 

negara berpenghasilan menengah atas dan memperoleh angka yang 
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jauh lebih tinggi. Perbedaan ini bukan berarti kontradiksi, melainkan 

cerminan dari perbedaan tujuan pengukuran antara kepentingan 

kebijakan domestik dan perbandingan antarnegara secara global 

(World Bank, 2024). Perbedaan metodologi tersebut menggarisbawahi 

pentingnya pemahaman konseptual yang mendalam sebelum 

merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan 

tepat sasaran. 

Bertolak dari latar belakang tersebut, bab ini disusun dengan 

tujuan memberikan kajian yang komprehensif dan sistematis tentang 

kemiskinan, ketimpangan, dan kebijakan penanggulangannya, 

khususnya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara 

berkembang terbesar di dunia. Pembahasan dibuka dengan menelaah 

konsep dan cara pengukuran kemiskinan dari berbagai perspektif 

(Subbab 3.B), dilanjutkan dengan analisis atas penyebab struktural dan 

perangkap kemiskinan (Subbab 3.C), kemudian mengkaji konsep dan 

dinamika ketimpangan beserta hubungannya dengan pertumbuhan 

ekonomi (Subbab 3.D). Selanjutnya, bab ini menyajikan profil empiris 

kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (Subbab 3.E), menganalisis 

kebijakan dan program penanggulangan yang telah diterapkan 

beserta evaluasinya (Subbab 3.F), dan diakhiri dengan diskusi tentang 

arah kebijakan ke depan (Subbab 3.G) serta penutup (Subbab 3.H). 

Keseluruhan alur pembahasan ini dirancang agar pembaca 

memperoleh pemahaman yang utuh — dari fondasi konseptual 

hingga implikasi kebijakan praktis — dalam rangka berkontribusi 

pada upaya pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Pemahaman mendalam atas konsep dan definisi kemiskinan, yang 

menjadi titik berangkat analisis ini, akan dibahas secara rinci pada 

subbab berikutnya. 
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan pada awalnya banyak dipahami sebagai proses 

peningkatan kapasitas ekonomi yang keberhasilannya terutama 

diukur melalui pertumbuhan produk domestik bruto, peningkatan 

pendapatan per kapita, akumulasi modal, dan perluasan produksi. 

Perspektif tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai 

tujuan utama dengan asumsi bahwa peningkatan output pada 

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menghasilkan 

perbaikan kualitas hidup, pemerataan kesempatan, maupun 

pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Kritik terhadap 

pendekatan yang terlalu berorientasi pada pendapatan kemudian 

mendorong berkembangnya paradigma pembangunan yang lebih 

luas, yaitu pembangunan yang menempatkan manusia dan kualitas 

kehidupannya sebagai tujuan sekaligus instrumen pembangunan. 

Human Development Report pertama menegaskan bahwa pembangunan 

tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, tetapi 

dengan perluasan pilihan manusia untuk hidup sehat, memperoleh 
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pendidikan, dan mencapai standar kehidupan yang layak (United 

Nations Development Programme [UNDP], 1990). 

Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi penting 

bagi ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi tetap diperlukan, tetapi dipandang sebagai 

sarana untuk memperluas kapabilitas dan kesejahteraan manusia, 

bukan sebagai tujuan akhir pembangunan. Pendekatan pembangunan 

manusia memusatkan perhatian pada kemampuan individu untuk 

menjalani kehidupan yang bernilai, memperoleh kesempatan, dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya (Sen, 1999; UNDP, 2025). 

Dengan demikian, manusia memiliki posisi ganda dalam 

pembangunan. Di satu sisi, manusia merupakan subjek pembangunan 

yang kesejahteraan, kebebasan, dan kualitas kehidupannya menjadi 

tujuan pembangunan. Di sisi lain, manusia merupakan modal strategis 

pembangunan karena pengetahuan, keterampilan, kesehatan, 

kreativitas, dan kemampuan adaptasinya menentukan kapasitas suatu 

perekonomian untuk menghasilkan nilai tambah dan melakukan 

transformasi struktural. 

Dalam perspektif ekonomi, kualitas manusia tersebut 

dikonsepsikan sebagai modal manusia (human capital). Schultz (1961) 

dan Becker (1964) mengembangkan pemikiran bahwa pengetahuan, 

keterampilan, pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktif yang 

melekat pada individu dapat dipandang sebagai bentuk modal karena 

dapat ditingkatkan melalui investasi dan menghasilkan manfaat 

ekonomi pada masa mendatang. Investasi pada manusia 

memungkinkan pekerja menjadi lebih produktif, lebih mampu 

mengadopsi teknologi, lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan 

kerja, serta memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menciptakan 

inovasi. Oleh karena itu, keunggulan pembangunan suatu negara 

semakin ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan sumber daya alam 
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dan modal fisik, tetapi juga oleh kemampuan negara tersebut dalam 

membangun, memanfaatkan, dan mempertahankan modal manusia 

berkualitas. 

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua investasi fundamental 

dalam proses tersebut. Pendidikan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan berpikir, dan kompetensi yang dibutuhkan 

untuk berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian, 

sedangkan kesehatan menentukan kemampuan fisik dan mental 

individu untuk belajar, bekerja, serta memanfaatkan keterampilan 

yang dimilikinya. Keduanya memiliki hubungan yang saling 

memperkuat: kondisi kesehatan dan gizi yang baik mendukung 

kemampuan belajar, sementara pendidikan yang lebih baik dapat 

meningkatkan literasi kesehatan, keputusan rumah tangga, dan 

kemampuan mengakses layanan kesehatan. World Bank 

menempatkan hasil pendidikan dan kesehatan sebagai elemen penting 

dalam pengukuran modal manusia karena keduanya memengaruhi 

produktivitas generasi pekerja di masa depan (World Bank, 2026). 

Dengan perspektif tersebut, belanja pendidikan dan kesehatan tidak 

semata-mata merupakan pengeluaran sosial, tetapi investasi 

pembangunan jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi 

dan sosial lintas generasi. 

Urgensi investasi modal manusia semakin besar ketika 

perekonomian memasuki era transformasi digital, otomatisasi, 

kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, dan perubahan struktur 

pekerjaan. Keunggulan berbasis tenaga kerja murah dan sumber daya 

alam menjadi semakin tidak memadai ketika penciptaan nilai ekonomi 

bergeser menuju pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi. 

UNDP (2025) menunjukkan bahwa perkembangan AI kembali 

menegaskan pentingnya kemampuan dan pilihan manusia dalam 

menentukan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk 



Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si │ 183  

DAFTAR PUSTAKA 

 

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). Artificial intelligence, automation 

and work. In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), The 

economics of artificial intelligence: An agenda (pp. 197–236). 

University of Chicago Press. 

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226613475.003.0008 

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of 

power, prosperity, and poverty. Crown Business. 

Almond, D., & Currie, J. (2011). Killing me softly: The fetal origins 

hypothesis. Journal of Economic Perspectives, 25(3), 153–172. 

https://doi.org/10.1257/jep.25.3.153 

Autor, D. H. (2014). Skills, education, and the rise of earnings 

inequality among the “other 99 percent.” Science, 344(6186), 

843–851. https://doi.org/10.1126/science.1251868 

Badan Pusat Statistik. (2026a). Indeks pembangunan manusia 2025. BPS-

Statistics Indonesia. 

Badan Pusat Statistik. (2026b). Persentase penduduk miskin September 

2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS-Statistics Indonesia. 

Badan Pusat Statistik. (2026c). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 

0,363. BPS-Statistics Indonesia. 

Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, 

with special reference to education. National Bureau of Economic 

Research. 

Becker, G. S., & Tomes, N. (1986). Human capital and the rise and fall 

of families. Journal of Labor Economics, 4(3, Part 2), S1–S39. 

https://doi.org/10.1086/298118 

Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The demographic dividend: 

A new perspective on the economic consequences of population 

change. RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/MR1274 

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226613475.003.0008
https://doi.org/10.1257/jep.25.3.153
https://doi.org/10.1126/science.1251868
https://doi.org/10.1086/298118
https://doi.org/10.7249/MR1274


184 │ Modal Manusia, Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan 

Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on 

economic growth: A production function approach. World 

Development, 32(1), 1–13. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002 

Cunha, F., & Heckman, J. (2007). The technology of skill formation. 

American Economic Review, 97(2), 31–47. 

https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31 

Currie, J., & Almond, D. (2011). Human capital development before 

age five. In D. Card & O. Ashenfelter (Eds.), Handbook of labor 

economics (Vol. 4B, pp. 1315–1486). Elsevier. 

https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02413-0 

Cutler, D. M., & Lleras-Muney, A. (2010). Understanding differences in 

health behaviors by education. Journal of Health Economics, 

29(1), 1–28. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2009.10.003 

Dorn, D., Schoner, F., Seebacher, M., Simon, L., & Woessmann, L. 

(2024). Multidimensional skills as a measure of human capital: 

Evidence from LinkedIn profiles [Preprint]. arXiv. 

https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.18638 

Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand 

for health. Journal of Political Economy, 80(2), 223–255. 

https://doi.org/10.1086/259880 

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). Education, knowledge 

capital, and economic growth. In S. Bradley & C. Green (Eds.), 

The economics of education (2nd ed., pp. 171–182). Academic 

Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8 

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in 

disadvantaged children. Science, 312(5782), 1900–1902. 

https://doi.org/10.1126/science.1128898 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025a). Profil kesehatan 

Indonesia 2024. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002
https://doi.org/10.1257/aer.97.2.31
https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02413-0
https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2009.10.003
https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.18638
https://doi.org/10.1086/259880
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00014-8
https://doi.org/10.1126/science.1128898


Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si │ 185  

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025b). SSGI 2024: 

Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Rencana 

pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045. Kementerian 

PPN/Bappenas. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana 

pembangunan jangka menengah nasional 2025–2029. Kementerian 

PPN/Bappenas. 

Lucas, R. E., Jr. (1988). On the mechanics of economic development. 

Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. 

https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7 

Mincer, J. (1974). Schooling, experience, and earnings. National Bureau of 

Economic Research. 

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Do 

adults have the skills they need to thrive in a changing world? Survey 

of Adult Skills 2023. OECD Publishing. 

https://doi.org/10.1787/b263dc5d-en 

Pritchett, L. (2001). Where has all the education gone? The World Bank 

Economic Review, 15(3), 367–391. 

https://doi.org/10.1093/wber/15.3.367 

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in 

education: A decennial review of the global literature. Education 

Economics, 26(5), 445–458. 

https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426 

Roemer, J. E. (1998). Equality of opportunity. Harvard University Press. 

https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7
https://doi.org/10.1787/b263dc5d-en
https://doi.org/10.1093/wber/15.3.367
https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426


186 │ Modal Manusia, Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan 

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of 

Political Economy, 98(5, Part 2), S71–S102. 

https://doi.org/10.1086/261725 

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American 

Economic Review, 51(1), 1–17. 

Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf. 

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of 

Economics, 87(3), 355–374. https://doi.org/10.2307/1882010 

United Nations Development Programme. (1990). Human development 

report 1990: Concept and measurement of human development. 

Oxford University Press. 

United Nations Development Programme. (2025). Human development 

report 2025: A matter of choice: People and possibilities in the age of 

AI. United Nations Development Programme. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

(2024). Global education monitoring report 2024/5: Leadership in 

education—Lead for learning. UNESCO. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

(2026). World inequality database on education. UNESCO. 

World Bank. (2024a). Learning poverty. World Bank. 

World Bank. (2024b). The changing wealth of nations. World Bank. 

World Bank. (2026a). Building human capital where it matters: Homes, 

neighborhoods, and workplaces. World Bank. 

World Bank. (2026b). Human Capital Index Plus (HCI+): Methodology. 

World Bank. 

World Bank. (2026c). Human Capital Index Plus: Indonesia country brief. 

World Bank. 

https://doi.org/10.1086/261725
https://doi.org/10.2307/1882010


Dr. Muhammad Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si │ 187  

World Health Organization, United Nations Children’s Fund, & World 

Bank. (2025). Levels and trends in child malnutrition: 

UNICEF/WHO/World Bank Group joint child malnutrition 

estimates—Key findings of the 2025 edition. World Health 

Organization. 

World Health Organization. (2024). Malnutrition. World Health 

Organization. 

 

  



188 │ Modal Manusia, Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Pembangunan 

PROFIL PENULIS 

 

Dr. Muh. Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si. 

Lahir di Ujungpandang, 9 Juli 1973. Lulus S1 

dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada 

Program Studi Manajemen Universitas 

Hasanuddin tahun 1998, kemudian melanjutkan 

studi S2 pada Program Studi Ekonomi 

Sumberdaya di Program Pascasarjana 

Universitas Hasanuddin dan lulus dengan gelar 

Magister Sains (M.Si.) tahun 2006. Pada tahun 2019 mendapatkan gelar 

Doktor (Dr.) sebagai lulusan S3 pada Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. 

Sekarang ini merupakan Dosen Tetap di Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakulatas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Negeri Makassar. Memiliki kepakaran di bidang 

Pendidikan Ekonomi khususnya Literasi Kewirausahaan dan UMKM, 

Manajemen Bisnis, serta Ekonomi Sumberdaya. Untuk mewujudkan 

karirnya sebagai dosen profesional, selain aktif mengajar pada 

matakuliah; Pengantar Bisnis, Kewirausahaan, UMKM, Manajemen 

SD Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Strategi, dan 

Ekonomi Sumberdaya, juga aktif sebagai peneliti dan pengabdi di 

bidang kepakarannya tersebut, termasuk menulis berbagai artikel 

ilmiah, beberapa buku ajar dan book chapter dengan harapan 

memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara di bidang 

pendidikan. 

E-mail : m.ihsansaid@unm.ac.id 

 

  

mailto:m.ihsansaid@unm.ac.id


Viona Nainggolan, S.P., M.Si │ 189  

BAB 5 

PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN 

INDUSTRI: TANTANGAN DAN STRATEGI 

Viona Nainggolan, S.P., M.Si 

Politeknik Pertanian Negeri Kupang 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan 

multidimensional yang tidak hanya ditandai oleh peningkatan 

pendapatan nasional, tetapi juga oleh perubahan struktur ekonomi, 

peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendapatan, serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara 

berkembang, pembangunan ekonomi pada akhirnya diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan dan 

menikmati nilai ekonomi secara berkelanjutan. 

Pertanian dan industri merupakan dua sektor yang memiliki 

posisi strategis dalam proses tersebut. Pertanian menyediakan pangan 

dan bahan baku bagi berbagai aktivitas ekonomi, sedangkan industri 

menghasilkan input pertanian sekaligus mengolah hasil pertanian 

menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, pembangunan pertanian dan industri seharusnya tidak dipandang 

sebagai dua agenda pembangunan yang terpisah. Indonesia memiliki 

basis pertanian yang besar. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan 

bahwa terdapat sekitar 29,34 juta usaha pertanian perorangan. Pada 
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saat yang sama, struktur usaha pertanian masih didominasi usaha 

berskala kecil. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi 

proses transformasi pertanian menuju sistem agribisnis yang lebih 

produktif dan berorientasi pasar. 

Pertanian juga mempunyai keterkaitan erat dengan sektor 

industri. Industri pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, teknologi, 

kemasan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi menyediakan 

berbagai kebutuhan bagi kegiatan pertanian. Sebaliknya, pertanian 

menyediakan bahan baku bagi industri pangan, minuman, kosmetik, 

bioenergi, farmasi, dan berbagai industri lainnya. Dengan demikian, 

pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada 

peningkatan produksi. Persoalan yang lebih penting adalah 

bagaimana produksi tersebut menghasilkan nilai tambah, pendapatan, 

efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan. 

Temuan penelitian Ratu Rihi et al. (2026) di Kabupaten Kupang 

memperlihatkan bahwa produktivitas usahatani padi berkaitan 

dengan faktor sosial-ekonomi petani, akses kelembagaan, dan 

penggunaan input produksi. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan SEM-PLS untuk menganalisis hubungan antara 

karakteristik sosial-ekonomi, akses kelembagaan, penggunaan input, 

dan produktivitas usahatani.  Temuan tersebut penting karena 

menunjukkan bahwa pembangunan pertanian tidak dapat hanya 

mengandalkan bantuan input. Produktivitas juga memerlukan 

kelembagaan, akses informasi, kapasitas petani, dan lingkungan 

ekonomi yang mendukung. 

Pada sisi hilir, permasalahan pemasaran juga menjadi tantangan. 

Penelitian Itu Nu et al. (2025) mengenai pemasaran terung di pasar-

pasar tradisional Kota Kupang menunjukkan pentingnya saluran 

pemasaran, fungsi pemasaran, margin, dan efisiensi dalam 

menentukan kinerja rantai pemasaran produk hortikultura.  Dengan 
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demikian, pembangunan pertanian harus dilihat sebagai sebuah 

sistem yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. 

B. KONSEP DAN HAKIKAT PEMBANGUNAN PERTANIAN 

1. Pengertian Pembangunan Pertanian 

Pembangunan pertanian merupakan proses transformasi 

sistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, 

pendapatan, kesejahteraan masyarakat pertanian, serta 

keberlanjutan sumber daya alam. Pembangunan pertanian tidak 

hanya berkaitan dengan peningkatan produksi komoditas, tetapi 

juga mencakup perubahan teknologi, kelembagaan, sumber daya 

manusia, pasar, infrastruktur, pembiayaan, serta hubungan antara 

petani dan pelaku ekonomi lainnya. 

Penting untuk membedakan antara pertumbuhan pertanian 

dan pembangunan pertanian. Pertumbuhan pertanian terutama 

menunjukkan peningkatan output atau nilai tambah sektor 

pertanian. Sementara itu, pembangunan pertanian mempunyai 

cakupan yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan 

petani, pemerataan akses terhadap sumber daya produktif, 

pengurangan kemiskinan, penguatan kelembagaan, peningkatan 

daya saing, serta keberlanjutan lingkungan. 

Dengan demikian, peningkatan produksi padi, jagung, 

sayuran atau buah-buahan belum dapat secara otomatis disebut 

sebagai pembangunan pertanian apabila peningkatan produksi 

tersebut tidak diikuti peningkatan pendapatan petani, efisiensi 

usaha, akses pasar, dan keberlanjutan sumber daya. 

2. Tujuan Pembangunan Pertanian 

Secara umum, pembangunan pertanian memiliki beberapa tujuan 

utama: 

a. Meningkatkan produktivitas pertanian;  

b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;  
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pendapatan, penyediaan infrastruktur, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan 

kelembagaan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan 

oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan negara 

menyediakan sumber pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan 

dikelola secara akuntabel. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan 

menjadi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi karena menentukan 

kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang publik, 

meningkatkan daya saing nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi di 

tengah dinamika global yang semakin kompleks. 

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pembiayaan pembangunan 

semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya kebutuhan 

belanja negara. Transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan 

tinggi, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan ketahanan 

pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, digitalisasi ekonomi, 

peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta komitmen 
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terhadap pembangunan rendah karbon menuntut dukungan 

anggaran yang semakin besar. Di sisi lain, kemampuan penerimaan 

negara belum selalu meningkat secepat kebutuhan pembiayaan 

tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengoptimalkan 

seluruh instrumen pembiayaan, baik yang berasal dari penerimaan 

domestik maupun dari pembiayaan melalui utang. 

Setelah berhasil menjaga stabilitas ekonomi pascapandemi, 

pemerintah dihadapkan pada tantangan baru berupa perlambatan 

ekonomi global, tingginya suku bunga internasional, ketidakpastian 

geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya kebutuhan 

pembiayaan berbagai program prioritas nasional. Situasi tersebut 

mengharuskan pemerintah menjaga keseimbangan antara upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dengan 

komitmen mempertahankan disiplin fiskal agar kepercayaan investor 

dan stabilitas makroekonomi tetap terpelihara. 

Salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan 

adalah utang luar negeri. Dalam perspektif ekonomi pembangunan 

modern, utang luar negeri tidak lagi dipandang semata-mata sebagai 

beban keuangan negara, melainkan sebagai sumber pembiayaan yang 

dapat mempercepat pembangunan apabila dimanfaatkan secara 

produktif. Pembiayaan melalui pinjaman luar negeri memungkinkan 

pemerintah memperoleh tambahan ruang fiskal untuk membangun 

infrastruktur, memperluas investasi publik, meningkatkan kualitas 

pelayanan dasar, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun 

demikian, manfaat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila 

pengelolaannya dilakukan secara hati-hati (prudent), transparan, dan 

berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi nasional. 

Di sisi lain, penggunaan utang luar negeri juga membawa 

konsekuensi fiskal yang tidak dapat diabaikan. Kewajiban 

pembayaran pokok dan bunga utang akan memengaruhi struktur 
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pengeluaran pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, 

perubahan suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, maupun 

gejolak pasar keuangan internasional dapat meningkatkan biaya 

pengelolaan utang. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah untuk 

menambah pembiayaan melalui utang harus selalu 

mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka panjang serta kapasitas 

perekonomian dalam menghasilkan pertumbuhan yang mampu 

menopang pembayaran kembali utang tersebut. 

Hubungan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal menjadi 

semakin erat ketika pemerintah menjalankan kebijakan anggaran yang 

bersifat ekspansif. Defisit anggaran yang muncul akibat besarnya 

belanja dibandingkan penerimaan negara harus dibiayai melalui 

berbagai sumber, salah satunya adalah penerbitan surat utang dan 

pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, 

kualitas kebijakan fiskal akan sangat menentukan besarnya kebutuhan 

pembiayaan, sementara struktur utang yang terbentuk akan 

memengaruhi ruang fiskal pemerintah pada masa mendatang melalui 

meningkatnya kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. 

Realitas fiskal Indonesia pada periode 2024–2026 menunjukkan 

adanya upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara 

kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Meskipun 

kebutuhan belanja negara terus meningkat untuk mendukung 

berbagai program prioritas, pemerintah tetap mempertahankan target 

defisit APBN di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB). Dalam rancangan kebijakan fiskal 2026, defisit anggaran 

diproyeksikan berada pada kisaran sekitar 2,7 persen PDB dengan 

kebijakan pembiayaan yang tetap mengutamakan kehati-hatian, 

menjaga rasio utang pada tingkat yang aman, serta meningkatkan 

porsi pembiayaan domestik guna mengurangi risiko eksternal. 

Strategi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk 
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Gambar 5. 2. Hubungan Utang Luar Negeri dan Kebijakan Fiskal 

 

4. Ilustrasi Kondisi Indonesia 2024-2026 

Hubungan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal 

dapat dilihat secara nyata pada strategi pembiayaan 

pembangunan Indonesia dalam periode 2024–2026. Pemerintah 

menghadapi kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung 

agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, 

termasuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, 

peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan 

pangan, serta transisi energi. Di sisi lain, pemerintah tetap 

berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan 

defisit anggaran di bawah batas 3 persen dari PDB serta mengelola 

rasio utang pada tingkat yang terkendali. Strategi tersebut 

menunjukkan bahwa utang digunakan sebagai instrumen 

pendukung pembangunan, bukan sebagai sumber utama 

pembiayaan.  
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Sebagai ilustrasi, ketika pemerintah meningkatkan belanja pada 

proyek-proyek strategis nasional yang memiliki manfaat jangka 

panjang, kebutuhan pembiayaan juga meningkat. Namun, kebutuhan 

tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi melalui utang luar negeri. 

Pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang lebih beragam 

dengan mengoptimalkan penerimaan perpajakan, memperkuat PNBP, 

menerbitkan Surat Berharga Negara, memperluas skema Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Green 

Sukuk, serta memanfaatkan pinjaman luar negeri yang berbiaya 

rendah dan berjangka panjang untuk proyek-proyek prioritas. 

Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dari debt-driven 

financing menuju balanced financing, yaitu pembiayaan pembangunan 

yang mengombinasikan berbagai sumber dana dengan tetap menjaga 

keberlanjutan fiskal. 

Perubahan kondisi ekonomi global juga memengaruhi hubungan 

antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal. Kenaikan suku bunga 

internasional, ketidakpastian geopolitik, dan meningkatnya volatilitas 

pasar keuangan mendorong pemerintah lebih selektif dalam memilih 

sumber pembiayaan. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal tidak 

hanya berfungsi mengalokasikan anggaran pembangunan, tetapi juga 

menjaga kredibilitas fiskal agar biaya pinjaman tetap terkendali dan 

kepercayaan investor tetap terpelihara. Dengan demikian, koordinasi 

antara kebijakan fiskal, pengelolaan utang, dan kebijakan moneter 

menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.  

 

 

D. PENUTUP  

Berdasarkan uraian yang telah diberikan, dapat dipahami bahwa 

utang luar negeri dan kebijakan fiskal memiliki hubungan yang erat 

dan saling memengaruhi. Kebijakan fiskal menentukan kebutuhan 
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serta arah pembiayaan pembangunan, sedangkan utang luar negeri 

menyediakan tambahan sumber daya keuangan ketika kapasitas 

pembiayaan domestik belum mencukupi. Namun, keberhasilan 

hubungan tersebut tidak ditentukan oleh besarnya utang yang 

dimiliki suatu negara, melainkan oleh kemampuan pemerintah 

mengelola utang secara produktif, menjaga keberlanjutan fiskal, dan 

mengalokasikan pembiayaan pada sektor-sektor yang mampu 

meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, 

hubungan yang seimbang antara utang luar negeri dan kebijakan 

fiskal menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan 

yang inklusif, memperkuat daya saing ekonomi, serta mendukung 

pencapaian visi Indonesia Emas 2045. 
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A. PENDAHULUAN 

Integrasi ekonomi global merupakan fenomena struktural yang 

tidak terelakkan dalam perkembangan ekonomi modern. Fenomena 

ini ditandai oleh meningkatnya keterkaitan antarnegara melalui 

perdagangan internasional, arus investasi asing langsung (foreign 

direct investment/FDI), serta difusi teknologi lintas batas (Todaro & 

Smith, 2015). Proses ini semakin menguat seiring dengan liberalisasi 

perdagangan, kemajuan teknologi informasi, serta intensifikasi kerja 

sama ekonomi internasional, sehingga membentuk sistem ekonomi 

global yang saling terhubung dan saling bergantung. Dalam sistem 

tersebut, negara berkembang tidak lagi berada pada posisi periferal, 

melainkan menjadi bagian dari jaringan produksi global (global value 

chains) yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi 

domestik (UNCTAD, 2023). Integrasi ekonomi global tidak terjadi 

dengan sendirinya. Menurut para ahli ekonomi internasional, ada 6 

faktor pendorong utama: 
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1. Kemajuan Teknologi Transportasi dan Komunikasi 

Revolusi teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi 

hambatan. Kontainerisasi, kapal kargo besar, dan pesawat kargo 

menurunkan biaya angkut 70% sejak 1960-an. Internet, SWIFT, dan 

satelit membuat transaksi keuangan antar negara dapat dilakukan 

dalam hitungan detik (Krugman et al., 2018).  Friedman (2005) 

menyebut ini sebagai penyusutan dunia/ the world is flat. Teknologi 

membuat pasar global terhubung secara real time.   

2. Liberalisasi Kebijakan Perdagangan dan Investasi 

Sejak GATT 1947 dan pembentukan WTO 1995, tarif rata-rata 

dunia turun dari 40% menjadi <5%. Negara-negara membentuk 

FTA, RCEP, AFTA untuk menghapus hambatan. Deregulasi 

penanaman modal asing juga dibuka lebar untuk menarik FDI 

(Salvatore, 2019). Balassa (1961) menyebut liberalisasi sebagai 

tahap awal integrasi: Zona Perdagangan Bebas → Uni Pabean → 

Pasar Bersama. 

3. Peran Perusahaan Multinasional / MNC 

MNC seperti Unilever, Toyota, Cargill membangun rantai pasok 

global (Global Value Chain). Produksi dipecah: R&D di AS, pabrik di 

Vietnam, bahan baku dari Indonesia, pasar di Eropa. Ini memaksa 

integrasi input, output, dan modal antar negara (Dunning, 1988). 

Teori OLI Dunning menjelaskan MNC akan berinvestasi ke luar 

negeri jika punya Ownership, Location, Internalization advantage.   

4. Perbedaan Sumber Daya dan Keunggulan Komparatif  

Teori Ricardo & Heckscher-Ohlin: negara akan berdagang karena 

perbedaan SDA, tenaga kerja, dan teknologi. Indonesia punya 

lahan dan iklim untuk padi & sawit. Jepang punya teknologi 

mesin. Perbedaan ini mendorong saling tukar dan integrasi (Viner, 

1950).  
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5. Dorongan dari Lembaga Internasional 

IMF, World Bank, WTO, dan G20 mendorong kebijakan 

keterbukaan melalui pinjaman, bantuan teknis, dan aturan 

perdagangan. Syarat pinjaman IMF sering berupa deregulasi dan 

privatisasi. WTO memaksa anggotanya menurunkan tarif dan 

subsidi (Stiglitz, 2002). Stiglitz, (2002) mengkritisi bahwa 

globalisasi dipimpin oleh institusi global yang kepentingannya 

sering pro negara maju.   

6. Kebutuhan Modal dan Teknologi Negara Berkembang  

Negara berkembang kekurangan tabungan dan teknologi 

domestik. Satu-satunya cara mengejar pertumbuhan adalah 

membuka diri terhadap modal, pinjaman, dan teknologi asing. 

Kebutuhan ini menjadi dorongan internal untuk berintegrasi 

(World Bank, 2024).   

 

 

B. KONSEP DASAR INTEGRASI EKONOMI GLOBAL  

1. Definisi Integrasi Ekonomi Global 

Integrasi ekonomi global merupakan proses meningkatnya 

keterkaitan ekonomi antarnegara melalui perdagangan 

internasional, investasi, serta mobilitas faktor produksi dan 

teknologi. Proses ini mencerminkan semakin terbukanya 

perekonomian suatu negara terhadap dinamika ekonomi dunia. 

Menurut Todaro dan Smith (2015), integrasi ekonomi global tidak 

hanya berkaitan dengan keterbukaan perdagangan, Sadono (2004) 

bahwa kebaikan globalisasi adalah; (a) produksi dunia dapat 

ditingkatkan (b) meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam  

suatu negara (c) meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam 

negeri (d) dapat memperoleh lebih banyak model dan teknologi 

yang lebih baik (e) menyediakan dana tambahan untuk 
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A. PENDAHULUAN 

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses yang 

dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, adil, 

dan berkelanjutan. Dalam proses tersebut, kebijakan publik memiliki 

posisi yang sangat strategis karena menjadi instrumen pemerintah 

dalam menentukan arah pembangunan, mengalokasikan sumber 

daya, menyediakan pelayanan publik, serta menyelesaikan berbagai 

persoalan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena 

itu, kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan pemerintah dalam merumuskan program, tetapi juga 

oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat 

yang nyata, merata, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun 

generasi yang akan datang. 
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Perubahan lingkungan ekonomi, sosial, teknologi, dan ekologis 

telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam 

penyelenggaraan kebijakan publik. Pemerintah tidak lagi dapat 

mengandalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian output jangka pendek. 

Persoalan seperti Perubahan iklim, kemiskinan, ketimpangan 

ekonomi, serta keterbatasan sumber daya alam serta tuntutan 

terhadap pelayanan publik yang berkualitas menunjukkan bahwa 

pembangunan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan 

hal ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan dunia saat ini. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, konsep Sustainable 

Development (Pembangunan Berkelanjutan) perlu dikembangkan  

dalam skema transformasi kebijakan publik sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang memenuhi kebutuhannya. Kebijakan publik 

perlu diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara dimensi 

ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan sebagai fondasi utama 

pembangunan berkelanjutan. Dimana Pembangunan berkelanjutan 

tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga 

menyangkut pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan 

kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan 

penting melalui kebijakan publik yang mampu mendorong 

pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, 

keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh 

sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan 

akuntabel. Akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting dalam 

pengukuran kinerja pemerintah, pelaporan penggunaan anggaran, 

serta evaluasi dampak kebijakan terhadap pembangunan 

berkelanjutan. 
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Hal ini menjadi penting dan relevan dengan perlu didorongnya 

transformasi kebijakan publik menjadi sebuah kebutuhan. 

Transformasi tidak sekadar berarti perubahan kebijakan atau program 

pemerintah, tetapi mencakup perubahan cara pandang, proses 

perumusan kebijakan, mekanisme implementasi, sistem pengawasan, 

hingga evaluasi dampak kebijakan. Kebijakan publik dituntut semakin 

adaptif terhadap perubahan, berbasis data dan bukti, partisipatif, 

transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dan dampak. 

Pemerintah perlu membangun tata kelola yang mampu 

mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan 

dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. 

Perspektif ekonomi memberikan landasan penting dalam 

memahami transformasi tersebut. Setiap kebijakan publik pada 

dasarnya memiliki konsekuensi terhadap penggunaan dan distribusi 

sumber daya ekonomi. Kebijakan mengenai anggaran negara dan 

daerah, investasi publik, perpajakan, subsidi, perlindungan sosial, 

pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah, hingga pengelolaan sumber daya alam akan memengaruhi 

aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, 

analisis ekonomi diperlukan untuk menilai apakah suatu kebijakan 

mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar 

dibandingkan biaya yang ditimbulkan, sekaligus memastikan bahwa 

sumber daya publik digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan 

secara optimal. 

Di sisi lain, akuntansi sektor publik memiliki peranan penting 

dalam mendukung transformasi kebijakan publik melalui penyediaan 

informasi keuangan yang relevan, transparan, dapat dipercaya, dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi sektor publik tidak hanya 

berfungsi sebagai instrumen pencatatan dan pelaporan keuangan 

pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme tata kelola 
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publik. Informasi yang dihasilkan melalui sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan dapat digunakan untuk mendukung 

perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi kinerja, serta 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik 

menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa 

kebijakan dan penggunaan anggaran publik dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Hubungan antara kebijakan publik, ekonomi, dan akuntansi 

sektor publik semakin penting dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Anggaran publik, misalnya, tidak seharusnya hanya 

dilihat sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi sebagai instrumen 

kebijakan yang mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah. 

Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

perlindungan lingkungan, dan penguatan kelembagaan menunjukkan 

bagaimana kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. 

Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan perlu dinilai tidak hanya 

berdasarkan seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi 

juga berdasarkan manfaat, hasil, dan dampak yang dihasilkan bagi 

masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap transformasi 

kebijakan publik semakin relevan seiring dengan kompleksitas 

tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. 

Desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar kepada pemerintah 

daerah untuk mengembangkan kebijakan sesuai dengan karakteristik 

dan potensi wilayahnya. Namun, kewenangan tersebut juga menuntut 

adanya peningkatan kapasitas perencanaan, pengelolaan keuangan, 

akuntabilitas, dan evaluasi pembangunan. Pemerintah daerah perlu 

memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar diarahkan 
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untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung 

pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. 

Pada tingkat daerah, pembangunan berkelanjutan juga perlu 

mempertimbangkan potensi dan karakteristik lokal. Daerah yang 

memiliki sumber daya pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan, 

pertambangan, maupun potensi ekonomi masyarakat perlu 

mengembangkan kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah 

tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan publik tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen administratif pemerintah, tetapi juga sebagai sarana 

untuk membangun ekosistem ekonomi lokal, memperkuat 

kelembagaan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, 

mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kemandirian ekonomi 

daerah. 

Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk melihat hubungan 

tersebut adalah pengelolaan Dana Desa. Dana Desa merupakan 

instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mendukung 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. 

Pengelolaannya memiliki keterkaitan yang kuat dengan 

pembangunan berkelanjutan karena penggunaan dana dapat 

diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, pengurangan 

kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber 

daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, keberhasilan 

Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang 

disalurkan, melainkan juga oleh kualitas perencanaan, ketepatan 

penggunaan anggaran, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan 

pemerintah desa dalam mengukur hasil dan dampaknya bagi 

masyarakat. 

Dengan demikian, transformasi kebijakan publik membutuhkan 

pendekatan yang mampu menghubungkan proses perumusan 
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kebijakan dengan pengelolaan sumber daya dan pengukuran kinerja. 

Perspektif ekonomi membantu menjelaskan bagaimana sumber daya 

publik dialokasikan dan bagaimana kebijakan memberikan dampak 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, akuntansi sektor 

publik menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pengendalian, dan evaluasi 

penggunaan sumber daya publik. Keduanya memiliki hubungan yang 

saling melengkapi dalam membangun kebijakan publik yang efektif 

dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

Pembahasan mengenai transformasi kebijakan publik juga tidak 

dapat dilepaskan dari perubahan paradigma tata kelola pemerintahan. 

Pemerintah dituntut untuk bergerak dari pola pengelolaan yang 

berorientasi pada input dan prosedur menuju tata kelola yang lebih 

berorientasi pada outcome dan impact. Keberhasilan kebijakan tidak 

cukup diukur berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan atau 

besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari perubahan 

kondisi masyarakat yang dihasilkan. Pendekatan tersebut 

menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus bagian 

penting dalam proses pembangunan, sehingga partisipasi, kolaborasi, 

keterbukaan informasi, dan pengawasan publik menjadi unsur yang 

semakin penting. 

Atas dasar pemikiran tersebut, pembahasan mengenai 

Transformasi Kebijakan Publik Menuju Pembangunan Berkelanjutan: 

Perspektif Ekonomi dan Akuntansi Sektor Publik menjadi penting 

untuk dikembangkan. Kajian ini diarahkan untuk memahami 

bagaimana kebijakan publik dapat ditransformasikan agar lebih 

responsif terhadap dinamika pembangunan, bagaimana perspektif 

ekonomi dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi 

kebijakan, serta bagaimana akuntansi sektor publik dapat 

memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya 
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publik. Integrasi ketiga perspektif tersebut diharapkan dapat 

memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dalam 

mendorong kebijakan publik yang tidak hanya menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pemerataan, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola 

pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi 

mendatang. 

 

 

B. KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN 

Beberapa ahli menyampaikan bahwa Kebijakan publik 

merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang dirancang 

untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan 

pembangunan tertentu. Kebijakan publik mencakup: 

a. Penyusunan regulasi  

b. Perencanaan pembangunan  

c. Penganggaran  

d. Implementasi program pemerintah  

e. Evaluasi kebijakan  

Menurut teori administrasi publik, kebijakan publik memiliki siklus: 

1. Identifikasi masalah  

2. Penyusunan agenda  

3. Formulasi kebijakan  

4. Implementasi  

5. Evaluasi  

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada dukungan anggaran, 

kelembagaan, serta sistem pengawasan. 
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A. PENDAHULUAN 

Ekonomi pembangunan merupakan bidang kajian yang terus 

mengalami perkembangan seiring dengan perubahan persoalan 

ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat. Pada tahap awal 

perkembangannya, pembangunan ekonomi lebih banyak dikaitkan 

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, 

akumulasi modal, industrialisasi, dan produktivitas. Namun, 

paradigma tersebut kemudian berkembang karena pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis menghasilkan 

pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena 

itu, ekonomi pembangunan modern semakin menempatkan 

pengurangan kemiskinan, pemerataan, pembangunan manusia, 

kesempatan kerja, kualitas kelembagaan, transformasi struktural, 

inovasi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari 

proses pembangunan. World Bank (2024) menegaskan bahwa negara-

negara berpendapatan menengah perlu melakukan transformasi 

strategi pembangunan dari sekadar mengandalkan investasi menuju 

kombinasi investasi, adopsi dan penyebaran teknologi (infusion), serta 
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inovasi, agar mampu meningkatkan produktivitas dan menghindari 

middle-income trap. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa 

pembangunan ekonomi tidak lagi cukup dipahami sebagai proses 

peningkatan output nasional, tetapi sebagai proses multidimensional 

yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk 

memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. 

Evaluasi pembangunan menjadi semakin penting karena 

keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur berdasarkan 

pencapaian indikator makroekonomi seperti pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB), investasi, atau pendapatan per kapita. Evaluasi 

diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan dan program 

pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, 

mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, menciptakan kesempatan 

kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas 

akses terhadap pelayanan dasar. World Bank (2024) menunjukkan 

bahwa banyak negara berpendapatan menengah memang telah 

mengalami peningkatan pendapatan dan berhasil mengurangi 

kemiskinan, tetapi sebagian besar masih menghadapi kesulitan untuk 

melakukan transisi menuju tingkat pendapatan tinggi. Kondisi 

tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kualitas 

pertumbuhan, produktivitas, pemerataan, efisiensi penggunaan 

sumber daya, serta kemampuan institusi dalam mendukung 

transformasi ekonomi. Evaluasi pembangunan bukan sekadar 

kegiatan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program, 

tetapi merupakan instrumen untuk mengidentifikasi kesenjangan, 

memperbaiki kebijakan, dan memastikan bahwa pembangunan 

menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (World Bank, 

2024). 

Urgensi evaluasi semakin meningkat karena lingkungan ekonomi 

global dan nasional mengalami perubahan yang cepat dan kompleks. 
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Perekonomian global saat ini dihadapkan pada ketegangan geopolitik, 

fragmentasi perdagangan, meningkatnya utang, perubahan 

demografi, perubahan iklim, tekanan transisi energi, serta 

perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). World 

Bank (2024) menyatakan bahwa negara-negara berpendapatan 

menengah menghadapi tekanan yang semakin besar akibat 

meningkatnya proteksionisme, perubahan demografi, beban utang, 

serta tuntutan untuk mempercepat transisi menuju ekonomi rendah 

karbon. Pada saat yang sama, perkembangan AI dan transformasi 

digital menciptakan peluang sekaligus risiko baru bagi pembangunan 

manusia. UNDP (2025) menempatkan AI sebagai salah satu faktor 

yang berpotensi mengubah pilihan, kemampuan, produktivitas, dan 

kehidupan manusia, sehingga pemanfaatan teknologi perlu diarahkan 

untuk memperluas kapabilitas manusia, bukan sekadar mengejar 

kemajuan teknologi. Dalam konteks tersebut, Indonesia menghadapi 

tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya 

saing, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. 

Dengan demikian, perubahan lingkungan global dan nasional 

menuntut perencanaan pembangunan yang semakin adaptif, berbasis 

data, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan (World 

Bank, 2024; UNDP, 2025). 

Berdasarkan perkembangan tersebut, “Evaluasi, Tantangan, dan 

Arah Masa Depan Ekonomi Pembangunan” bertujuan memberikan 

pemahaman mengenai capaian pembangunan ekonomi, berbagai 

tantangan dihadapi, serta arah strategis pembangunan dalam 

menghadapi perubahan lingkungan ekonomi masa depan. 

Pembahasan dalam bab ini mencakup evaluasi pembangunan 

berdasarkan aspek pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, 

kesempatan kerja, pembangunan manusia, transformasi struktural, 
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